
BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWATENGAH

PERATURAN BUPAfl DEIVIAK
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARA."ER ANTIKORUPSIPADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAIVIA

DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,
Menimbang : a' bahwa pemberantasan korupsi dititikberat&an pada upayapencegahan yang dapat diterapkan sejak dini mel,aluipeudidikan karakter antikorupsi pada 

".t*,, pend,idikan;b' bahwa implementasi pendidikan karakter antikonrpsi diseluruh level jeajang pendidikaa *"rofuf.o hal yangsangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasimuda yang berkaralcter moral antikompsi;
c. bahwa dalal

dan u"*o,l HillE:*ffi"il:::'mffi"ffi
huruf a dan huruf b, diperlukan ped.oman implementasipeudidikan karal(er autikorupsi pada sekorah aasar aaasgkelah menengah peftama;

d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
delarn huruf a, huruf b, d.an huruf c, pertu menetapkanPerafuran Bupati teut,,ng pedoman Impbmentasi
Pendidikan Karakler Antikorupsi pada Sekolah Dasar DanSekoleh Menengah Fertama Di Kabupaten Demak;

Mengingat ; 1. undang-Undang Nomor 19 Tahun 19so teilrangPembentukan Daerah-Daerah Kabupatea palam
Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Berita N.g"o Repubrik
lndonesia Tahun 19SO Nomor 42);

2' undang-Undang Nomor st rahun 1999 pemberantasan
Tindak pidana Korupsi (r-embaran Ne gara RepublikIndonesia Tahun rggg Nomor 14o, Tamb.nro Iembaran
Negara Repubrik Indonesia Nomor ggz4l sebagaimana terahdiubah deagan undang-Undang Nomor zo Tahun zooltentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31?ahun 19gg teutang pemberantasan Tindak piarr" Korupsi(Irmbaran Negara Republik Ind.onesia. Tahun 2ootNomor r34, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indouesia Nomor 41SO);
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3,Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistcm
Pendidikan Nasional (Irmbalan Negara Rcpublik Lrdoncsia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambeh;,n Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor z[3O 1);

4, gldang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang lbDisi
Pemberantasan Tindak Pllana Korupsi (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambsha"
kmbara.n Negara Republik Iudonesira Nomor 425O);

S.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerinrqhan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TafrLbsh".rl. Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) scbagaimqna 1616fo
diubah beberapa kali terakhir denge. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan lGdua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintah.an Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahuo 2015 Nomor 58, Taobnhen Irmbaran
Negara Republik Indooesia Nomor 5679);

6, Perahrran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standar Nasional Pendidil<an (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambehan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebqgaitnqnc 1sls6
beberapa kali diubah terakhir dengan Feraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2OJ-5 tentang Perubaha'' Kedr:a atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standar fissienel Pendidikan (kmbaraa Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 45, Tambahnn Irmbaran
Negara Republik Indonesira Nomor 567O);

7. Peraturan Peueriotah Nomor 47 Tahun 2OOS tentang Wajib
B€l4iar fi.cmharan Negara Republik Indonssia Tahun 2OOa
Nomor 90, Taobahan l,embaraa Negara Republik Indoncsia
Nomor4653);

8, Feraturan Fe"'erintah Nomor .18 Tahun 2OOg tentang
Fendena,n Feodiliksu (I.cmbaraa Negara Republik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 91, Tamlqhan L,embaran
Negara Republik Indoncsia Nomor,1864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOa tentang Guru
(Lrmbaran Negara Republik trxtonesia Tahun ZOO8
Nomor l9+., Tambahan lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4941);

t
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1O. Perahrran Pemerintah Nomor L7 Tahun zOtO tentang

Pengetrolaarr dan Penlrelenggaxaan Pendilikan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah dilrbah dengan Ferahrran
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OIO tentang Perubahan atas

Perahrran Pemerintah Nomor LT Tahun 2O1O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaxaan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor LL2,

Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia
Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Nomor AT Tahtrn 2Ot7 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2Ot6
tentang Pedoman Fengeblaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir fl6ngan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl
teatang Perubahan Kedua atas Peraturare Meateri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Perattrran Menteri Peodidikan dan lGbudayaan Nomor 22
Tahgn 2OL6 tentang Standar dan Ploses Fendidikan Dasar
dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan lGbudayaan Nomor 2O

Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan lGralrter Pada

Satuan. Pendidikan Formal
L5.Peraturan Guberanrr Jawa. fsngah Noaor 1O Tahun 2019

tentang tmptrementasi funditikan Anti Konrpsi di Jarra
fsngah;

16. kraturac Daerah Ifubulnfen Dernsk Nomor 5 Tahun 20 16

tentang kmbenhrkan den Susunan krangkat Daerah
kahulntes Dernpk (lrmbaran Daerah Kabupaten Demak
Tahua ?fll6 l{onor 5, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupatcn Demak Nomor 5);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOIVIAN IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SEKOI,AH

DASAR DAN SEKOI.,AH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deugan:
1. Daerah. adalah Kabupaten Demak.

Menetapkan
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2, Pemerinrqh Daerah a alah Bupati sebagai unsurpenyebnggara pemerintahan Daerah r"r, ansrnirnpinpelaksanarn urusan pernerinfaha[ vzkewenpngan oa.rn oto..ol. -_** Jr'8 menjadi

3. Bupati adalah Bupati De,nak.
4, Dinas Pendidikan r

diseb ut oin"" .a,#Trl"t;X?,ffi",rffi ,f##trKabupatea Demak,
5. lntegritas adalph keselarasan pikiran, perasaan, ucapan
- 

daa tindakan dengaa nifui_nilai;"i*o;.'--*'
6, Implementasi adala-h penerapaa/pelaksanaan rencala yangte lah disusun secara terlrerinci.
7, Insersi a{afah penylsrp; intisari nilai_nilai darern 11s1spelajaraa ppkn.
8. Peadilikan Karalrter Antikonrpsi yang selenjutnya disebutPKA adptph satu kesatuan a*i p"oaiAif.ro -k 

r"kteig:nelasi nuda yang mempakan p-"; uotuim.ngua..ansikap anti korupsi dalerrr ai.i p.*rt ala* 
"il"t Ui*

Peraturan Bupati ini dimaksudkao unhrk meqiadi pedo,nen
lelak;anaan dalam rangka I,nplementasi F";d;ik"" KarakterAntikorupsi pada Sekolah Dasar (SD) aa" S"t"f.n MeneagahPertaoa (SMfl di }fabupaten Demak,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
prrang lingkup peraturan Bupati ini meliputi
a. lmplementasi pendidikan Karakter Antikorupsi;
b, Pelaksana Imptrementasi Fendidiken Anti Korupsi;
c. Ke q'asama;
d, Monitoriag, Evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pembiayaan.

c Peraturan gtrFati ini berfujr,an uatuk mewujud.kan Sr:mber
Daya Manusia yang beraoral antikorupsi sejat dini
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BAB M
IMPLEMENTASI PEN D ID IKAN KARAI.(TER ANTIKO RU PSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karalrter Antikorupsi menrpakan

penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata
pelajaran PPKn, sshingga tidak menambah mata pel4jaran
baru.

Pasal 6

Komponen lmphmentasi Fendidikan l(araher Antikorupsi:
a. Regulasi Implemerrtasi Pendidikan Ikralcter Antikompsi di

tingkat Sekolah Dasar (sD) dan sekolah Menengah pertama
(SMq sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja
Pendidikan;

b. Anggaran memadai untuk tmplemeotasi pendidikan
Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dsn Sefuetah
Menengah Pertama;

c. Satuan Khusus atau Ketrompak Kerja yang meuadai dalarn
mengimplementasikan Insersi kndidikan lkrakter
Aatikorupsi di tingkat g6l56lah Dasat dan Sekolah
Menengah Pertama;

d.Te.'*" Peadidik yang kompeten delarn meuyebnggaxakan
kegiatan Pembetrajaran Pendidikan Karat<ter Antikompsi di
tingkat Sekolah Dasar dan Sekolsh Menengah pertama;

e. Monitoring dan Evahrasi pebfcsanaan Imptrementagi
Pendidikan Karakter Antikonrpsi di '.'8kat ggkolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama;

f. Melaksanakan Publikasi terhadap Impbmentasi
Pendilikan Karalrter Antikorupsi di tingkat sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah-langkah Iuplementasi pendidikan lkralrter
Antikonrpsi:
a. Inisiatif merancang yaitu:

1) menganalisa Kompetensi Dasar Mata pelqiaran ppKn
yang relevan dengan tindakqn antikompsi dengan
menetapkan hrjuan pembelqiaran besrta indikator
pencapaion kompetensinya den menetapkan substansi
(pengetahuan-ketcrampilan-sikap) yang akan
dibelajarkan;

2) menyusun pengalaman betrajar ,ntuk mencapai
kompetensi ya!'g menjad.i hrj,an dengan mer*ntukan
aktivitas yang dilalnrkan aga.r peserta didik tahu, paham,
sadar, bisa mempralrtekkan d.an konsisten serta terbiasa
menganalkarl di kerias, sgfterph, kehrarga danrnesyaraka!

f,
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3) mernilih media (berupa referensi pemainan, fiIrn,
pengalaman nyata dalam kehidupan) yang retrevan unfirk
mendukung aktivitas sshingga. menguatkan pengalanan'
bel4jar dan membiasakan pengamslary dan

4) menyusun alat penilaian yang sesuai dengan
tujuan/kompetensi yang at<an dicapai mengacu pada
indikator untul< meu.gendalikan pfi)ses pembelajararl,
mengukur ketrrcapaian kompetensi peserta didik secara
periodik, melibatka:r pihak lein flalern memvalidasi hasil
penilaien pencapaian kompetensi serta membuat sistem
aplikesi yang meojad.i pangkalan data yang
m6nggambarkan perkembangan peucapaian hasi belajar.

b. Mengikutsertakan lreserta didik dalqrr bsatan belajar
termasuk melibatkan panca inderanya melalui alrtivitas
yang menarik dan menyenangkan.

c. Menyiapkan Jejaring dengan mehraskao pedeleiararr
antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyaxakat serta
melibatkan semua pihak melalui:
1) menyatrrkan pernaharnan darf langkah insersi dalarn

mata petrajaran PPKn diantaxa guru PPKn di sekolah.;

2)membangun sinergi unhrk mengefektilkan peaguatan
karakter antikonrpsi di tingkat sekolah antara Guru
PPKn/ Guru Kelas dengan guru lain di satu sek<rtrah;

3) membangun sinergr dan berbagi praktek teftaik
pendidikan karalrter antjkompsi antar Guru PPlh/ Gunt
Kelas dala& forum MGMP/KKG;

4) membangun sinergr antara sekolah (Guru PPKn/Wali
Kel,as/ Guru Kel,as) dengan oranghra/wali;

5) membangun sinergi antara sekolah dan linglungan; dan
6)membangun sinergi antana guru PPKn/WaIi Kelas/Gunr

Kelas dengan kelomlrck profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN

KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 8

(1) Implementasi Pendidikan Karalrter Aatikompsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dilaksanakan oletu
a. Kepala Sekolah;
b. Guru Mata Pel,ajaran PPIfu; dan
c. Guru Bimbiugan Konseling (8I0.

(2) Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran PPKn, dan Guru
Bimbingan Konseling (BIQ sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) berhrgas;
a, inisiatif merorceng, merencanakan dengaa mataog,

membuat format sesuai kebuhrhan;
b, membuat alrtivitas yang menarik dan menyenangkan

serta melibatkan semua indera lrserta didik; dan

t"_
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( 1) Grrna kelo'cs1.4rr o.
Karakter aotito*o"iT*1T: raplementasi Fendidikaa

#:i#:##HdffiT"ffi.T""rffi
pemerintahDaerah. nenfurianr/ kmbaga/ orgi"""y

2) Pelaksanaan kerjasana loplementasi Fenditikaa lGrakter
trffi_ sebageimana dnrlaksud -ta 

ayat (1)
peruadang-und"Jn**,n dengan keteatuan peraturan

MoNrroRrNG, .uifru# o* pEL,ApoRAN

,,, X:Tffffi,,1X_::"[:,lX*== rmp,e*eatasi
internal aan et ster,, 

Antikorupsi dilaksanakan *.*
(2) Dalam *"t t"r..r.l-yang 

dilalnrkan oleh Bupati'
internal;;Gm* monitoring daa evaluasi secara
menugaskan Diras. 

E dimaksud pada ayat (1), Bupati
(3) Dalam mehksanake.r"t"*.r-*1fr#" 

ttr"ffi:Jil #"1ffi ffiTmembentuk Tim Monitoriag;;*-"ril
kea:eggotaan yang terd1ri dari: ..si dengan

I llyh:t Kabuparen Demak;
D. uacla:n Per€ncan.p,

Pengemba,gaa Dae 
Fembanguaan' Fenelitian dan

c. Bagian Huku-E a.u"a 
KfY"t"o Dernak;

o. xaitor ;;;;^t*tariat Daerah Kabuoaten Demak;

- ylrrk"l *"o,o"IIS:l"i:lH dan perrind,ngan

c. rera-ugkat Daerah bknis tainnya sesuai kebutuhan.

(

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 9

Pasal ll

e

I:^3n".: aras Implementasi pendidikarl Karakt€diss'.paikall Dinas keoerra ;,,:::':3 naT5ter AntiKorupsi
d,r.,.'ssta;;a"][] #1i: 

Bupati paling sedikit r (satu) kariaktu-waktu apabila dipe rlukaa.

c. menyiapkaa jejaring yang meluaskan

^ *H:tH'*1;i"H;;#;;:"ilT.frT"ffffi
(3) Grrna tlglanciaran

Antikorupsi *orn -'-T]:*atasi- Peodidikan Karalrter
,,roo.oilrio,";;ffi*" dimaksud pada 

"y"t 
-Ai
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Pasal 12
Segala biaya yang timbul sebegoi akibat ditetapkaanya
Peraturan Bupati ini dibeban ksn p€rls;
a. Anggaraa pendapatan daa Beronja Daerah KabupatenDemak; darr
b. Sumber d411s tein yarrg sah dan tidak mengikat,

BAB VIII
PEMBIAYAAN

BAB Ix
KE"TENTUAN PENUTUP

Pasa] 13

ini mulai bcrlaku

L

Perahrran Bupati
diundangkan,

Diundangkan di Demak
pada tanggat 30 Septenber 2Ot9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

fsar setiap orang mengetahui, memerintahkao pengrrndangan
Peratu.ran Bupati ini deagan penempatannya dnbrn 86fifuDaerah Kabupaten Deoak,

pada tanggal

Ditetapkan di Demak
pada fqnggal 27 September 2019

BUPATI DEMAK,

HM ATSIR

$fh
SINGGIH SETYONO

BERIIA DAERAH KABUPATEN DEMAKTAHUN 2019 NOMOR 76

f


